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Administrasi pemerintahan merupakan bagian yang integral dalam penyelenggaraan 
pemerintahan baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Melalui 
program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, penulis bertujuan untuk membuat 
rancangan optimalisasi administrasi desa, yang di antaranya berisi pengkajian sistem dan cara 
kerja administrasi pemerintahan termasuk buku-buku administrasi pemerintahan Desa 
Keranggan yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan,  Banten. Dengan harapan dapat menjadi 
dasar penelitian lanjutan dalam pengembangan Desa Keranggan. Metode penelitian 
direncanakan dalam bentuk wawancara langsung dengan perangkat administrasi pemerintahan 
dan observasi langsung pada kantor kelurahan desa Keranggan. 
Luaran dari PkM kali ini adalah diperolehnya rancangan yang berisi berbagai program 
kegiatan beserta target sasaran yang ingin dicapai. Pada intinya program berisi kegiatan 
pembenahan sistem administrasi desa, yang bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat 
dalam menerima layanan administrasi desa. 















BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Desa Keranggan merupakan salah satu desa di kelurahan Keranggan Kota Tangerang 
Selatan. Namun, semenjak 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 
10 tahun 2012 Tentang Status 5 Desa Manjadi Kelurahan di Kecamatan Setu pada pasal 4 yang 
dahulu Desa Keranggan menjadi Kelurahan Keranggan (UUD,2012). Dengan luas wilayah 217 ha 
dengan jumlah penduduk sampai 2018 adalah 7476 Jiwa dalam 2125 Kartu Keluarga (KK) yang 
terbagi dalam jumlah laki-laki 3855 jiwa, perempuan 3255 jiwa. Dengan pembagian sesuai usia 
yaitu 0-15 tahuan adalah 2510 jiwa, 16-65 tahun adalah 4385, 65 ke-atas adalah 581 jiwa 
(Kelurahan Keranggan, 2018). Hal ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini. 
 
Gambar  1.1  Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan Usia di Kelurahan Keranggan 
(Sumber: Buku Monografi Kelurahaan Keranggan tahun 2018) 
 
Adapun batas-batas wilayah desa yaitu sebelah utara bebatasan dengan Kedemangan, 




Jumlah Penduduk Sesuai Usia (Jiwa)
0-15 Tahun 16-65 Tahun 65 Keatas
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dengan Desa Cibogo Cisauk Tangerang dan sebalah Timur berbatasan dengan Muncul. Dengan 
pemaparan tentang jumlah penduduk dan batas-batas yang begitu banyak dan luas, maka 
dibutuhkan pencatatan data dan informasi oleh pemerintah setempat seperti Kartu Tanda Penduduk 
(KTP). Setelah mendata warga yang tinggal di desa Keranggan, pihak pemerintah kelurahan dapat 
menjadikan data tersebut sebagai arsip yang dapat mendukung kegiatan yang dilakukan 
Kelurahan. Tentunya hal tersebut harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh 
Pemerintah Indonesia. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah. Administrasi Pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau 
tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Namun, untuk di Desa Keranggan, administrasi 
sesuai dengan Administrasi Kelurahan. Menurut Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahub 
2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan  menjelaskan Administrasi Kelurahan adalaha 
pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintah Kelurahan. Melihat dari peraturan 
tersebut penulis ingin melihat apakah administrasi pemerintah kelurahan Keranggan sudah 
mengikuti peraturan yang ditetapkan. Penulis akan lebih melihat dan mengacu pada jenis dan 
bentuk buku administrasi kelurahan.  
1.1 Analisis Situasi 
Berdasarkan hasil studi kunjungan ke Kelurahan Keranggan terlihat pengelolaan 
administrasi desa telah terlaksana dengan baik.  Itu ditunjukkan dengan adanya sarana dan fasilitas 
yang sudah tersedia lengkap dan modern seperti mesin absensi finggerprint, tersedianya perangkat 
komputer dengan jumlah yang cukup memadai. 
Begitu pula dengan pengelolaan administrasinya yang sudah dijalankan oleh para 
perangkat desa tersebut.  Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan rapi semua 
menjalankan tugas sesuai fungsi dan jabatan masing-masing. Situasi saat desa Keranggan, untuk 
administrasi pemerintahan dikelola oleh Kelurahan Keranggan. Di sana memiliki struktur 
organisasi yang terdiri dari Lurah, Sekertaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi 
Ekonomi Pembangunan (Ekbang) dan Kepala Seksi Kesejateraan Sosial (Kesos). Dalam 
melakukan pengarsipan data yang dilakukan kelurahan menurut organisasi adalah salah satu 
bagian tugas yang dilakukan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan.  
Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik maka pengelolaan sistem 
administrasi harus dilakukan dengan benar dan terdokumentasikan dengan baik. Sistem 
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administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, pelayanan akan 
kebutuhan suatu data dapat disajikan dengan cepat dan akurat serta informasi yang mudah bagi 
masyarakat dan pemerintah desa dalam membuat kebijakan. 
Agar menciptakan penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang baik tentunya diperlukan 
tenaga aparat pemerintah. Dalam hal ini aparat pemerintah Kelurahan Keranggan termasuk dalam 
Kecamatan Setu. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (BPS Tangsel Kota) pada 
tahun 2019, menjelaskan mengenai jumlah aparat kelurahan yang bekerja di kantor kelurahan. 
Berikut adalah datanya : 
Tabel 1.1 Jumlah Aparat Kelurahan yang Bekerja di Kantor Kelurahan 






Tetap                           Tidak Tetap 
Permanent                 Non Permanent 
Jumlah 
Total 
1 Keranggan 1 14 15 
2 Muncul 2 16 16 
3 Kademangan 1 17 18 
4 Setu 1 14 15 
5 Babakan 1 13 14 
6 Bakti Jaya 1 13 14 
Kecamatan Setu 7 87 82 
 
Berdasarkan tabel di atas, menujukkan pada kelurahan Keranggan memiliki aparat 
sebanyak 15 orang. Namun, hanya ada satu aparat yang statusnya tetap (Badan Pusat Statistik, 
2019). Formasi ini juga akan berganti di setiap tahunnya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan 
lurah Keranggan yang mengatakan jika aparat kelurahan akan berganti setahun sekali, sehingga 
dalam hal pengolahan data administrasi membutuhkan edukasi secara berulang kepada aparat yang 
bertugas di kelurahan Keranggan. 
Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan, penulis melihat bahwa pelaksanaan pengelolaan 
administrasi pemerintah di Desa Keranggan, Kelurahaan Keranggan dari pengamatan ini ada 
indikasi jika pegelolaan yang dilakukan belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kepala seksi 
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ini yang nantinya akan mengelola data dan informasi yang telah didapatkan baik dari masyarakat 
hingga Kelurahaan Keranggan.  
1.2 Urgensi Permasalahan Mitra 
Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan adanya masalah dalam sistem administrasi 
pelayanan kantor desa. Beberapa masalah yang menjadi urgensi untuk dilakukannya sebuah 
pembenahan adalah sebagai berikut: 
1.Apakah tata administrasi sudah memenuhi kaidah-kaidah standar administrasi profesional? 
2.Apakah masyarakat sudah memperoleh pelayanan administrasi yang memuaskan? 
3.Apakah tata administrasi desa sudah memiliki data-data yang akurat dan terkini? 
4.Apakah peraturan-peaturan administratif pengelolaan desa sudah dimengerti oleh aparat desa? 
5. Apakah peraturan-peaturan administratif pengelolaan desa sudah dimengerti oleh masyarakat? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat PKM 
Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya pembenahan dengan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dengan melakukan kegiatan: 
a. Memeriksa (Auditing) sistem administrasi yang ada dan mencatat kekurangan-
kekurangan yang ada 
b. Memperbaiki sistem administrasi desa sesuai kaidah-kaidah administrasi 
pemerintah desa yang profesional 
c. Merumuskan dan memperjelas visi dan misi aparatur/pemerintahan desa 
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif desa, melalui 
kegiatan-kegiatan: 
a. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan administratif desa 
b. Mengadakan pelatihan bagi aparat desa, dengan tema; 
i. Keramahan (Hospitality)  
ii. Siklus Manajemen: Plan, Do, Check, Action 
c. Mensosialisasikan sistem administrasi yang baru ke masyarakat luas 
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Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Magister Manajemen Teknologi 
UMN merupakan program yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan di atas, bekerjasama dengan 
aparat desa dan masyarakat desa setempat. 
Selain tujuan di atas,  dalam melakukan upaya pembenahan tentu dapat menciptakan 
menfaat bagi kelurahan Keranggan, bagi peneliti dan  bagi para peneliti berikutnya, yaitu : 
a. Bagi Kelurahan Keranggan 
Dengan adanya penelitian/kajian tentang admnistrasi kelurahan dapat memperbaiki 
pengelolaan admnistrasi kelurahan yang sedang berjalan agar menjadi lebih baik dan 
data yang dikelola menjadi lebih rapih dan tersusun seusai jenis dan bentuknya  
b. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian/kajian tentang administrasi kelurahan Keranggan ini dapat 
mengetahui kondisi administrasi kelurahan sehingga hal ini menjadi acuan bagi peneliti 
untuk memberikan saran agar terciptanya pengelolaan administrasi yang lebih baik 
kepada kelurahan Keranggan. Selain itu, dapat memberikan saran untuk program yang 
mendukung untuk menuju pengelolaan administrasi yang lebih baik 
c. Bagi para peneliti berikutnya  
Dengan adanya penelitiaa/kajian tentang administrasi kelurahan Keranggan ini dapat 
menjadi salah satu bahan pendukung untuk membuat program yang mendukung 






LANDASAN TEORI  
 
2.1 Teori  
 Dalam melakukan kajian ini, tentunya membutuhkan kajian literatur agar terwujudnya 
administrasi pemerintahan. Berikut teori yang mendukung : 
2.1.1 Administrasi  
  Administrasi menurut The Liang Gie (Anggara, 2012)administrasi adalah segenap 
rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam 
kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Secara terminologi, adalah mengurus, 
mengatur, pengelolaan (Ali, 2011). Adapun John Pliffer (Anggara, 2012) mengatakan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian 
dan penjurusan sumber-sumber dan bahan.  Selanjutnya Widjaja (2002:87) menyatakan 
administrasi sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok 
manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan faktor-faktor terjadinya 
administrasi adalah kelompok orang, kerja sama, dan tujuan. Dalam hal ini administrasi, 
masuk dalam konsep administrasi pemerintahan. Dewasa ini, peranan Pemerintah Kelurahan 
sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah 
dan masyarakat di luar tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu 
sebagai agen pembaharuan. 
Untuk hal ini pemerintah kelurahan perlu terus dikembangkan sesuai dengan 
kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan kemajuan ini, terjadinya 
perubahan sosial karena adanya gerakan pembagunan yang harus diimbangi dengan 
pengembangan kapasitas pemerintahan, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar 
menawar dengan pihak luar kelurahan yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan 




 2.1.2 Pengarsipan 
  Pengarsipan adalah proses yang dimulai dari penciptaan, penerimaan, 
pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyiapan 
arsip menurut sistem tertentu (Badri, 2007). Pengarsipan adalah surat pekerjaan kantor atau 
pekerjaan tata usaha yang banyak di lakukan oleh setiap badan usaha baik dalam 
pemerintahan maupun usaha swasta (Surojo, 2006). Jadi, pengarsipan adalah proses 
menyimpan dan mengelola dokumen arsip menurut sistem pengarsipan tertentu. 
 2.1.3 Macam-macam Pengarsipan  
Berdasarkan fungsi arsip menurut Undang – undang No.7 tahun 1971 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dibedakan menjadi dua yaitu :  
1. Arsip dinamis  
Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 
pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 
dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.  
 
Arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaanya :  
1. Arsip aktif adalah arsip – arsip yang masih dipergunakan untuk kelangsungan 
kerja. 
2. Arsip semi aktif adalah arsip – arsip yang fruquensi penggunaannya sudah mulai 
menurun dalam masa transisi antara arsip aktif dan inaktif.  
3. Arsip inaktif atau arsip semi statis adalah arsip – arsip yang jarang sekali 
dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari – hari.  
2.   Arsip statis  
Arsip statis dalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan 
atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk 
penyelenggaraan sehari – hari administrasi negara.  
Menurut sudut hukum dan perundang – undangan, arsip dibedakan menjadi dua jenis, 
yaitu :  
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1. Arsip otentik, yaitu arsip yang diatasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta 
(bukan fotokopi atau film) sebagai tanda keabsahan isi arsip bersangkutan.  
2. Arsip tidak otentik, yaitu arsip yang diatasnya tidak terdapat tanda tangan asli 
tinta. 
 2.1.4 Sistem Penomoran   
 Sistem penomoran adalah salah satu bagian dari sistem pengarsipan. Sistem 
penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama- nama 
orang atau nama badan disebut sistem nomor (Gamida, 2013). Pada sistem nomor terdapat 
3 unsur yaitu file utama, indeks, dan buku nomor. Untuk menyimpan surat yang 
memerlukan map diperlukan dua macam map yaitu map campuran dan map individu. Map 
campuran berisi surat-surat dari dan kepada satu koresponden yang jumlahnya kurang dari 
5 (lima). Sehingga surat-surat yang ada dicampurkan dalam satu map dengan file abjad. 
Maksud indeks disini adalah suatu alat bantu untuk mengetahui nomor file yang diberikan 
kepada sesuatu koresponden atau nama bila mana nomor bersangkutan tidak diketahui. 
Buku Nomor adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai 
nomor koresponden (nama) dalam file sistem nama. Jadi, apabila memberlakukan map 
individu dan map campuran, koresponden yang jumlahnya sudah mencapai 5 (lima) berhak 
mempunyai nomor sendiri. Untuk memberikan nomor bagi 15 koresponden yang berhak 
maka diberikan nomor sesudah urutan yang terakhir.  
Keuntungan pemakaian sistem nomor:  
• Teliti,karena penggunaan nomor tidak mungkin adanya nomor ganda.  
• Kode nomor dapat disamakan untuk semua unit kerja.  
• Perluasan nomor tidak terbatas.  
• Penunjuk silang disusun bersama-sama dengan indeks.  
• Indeks memuat seluruh nama koresponden.  
Kerugian pemakaian sistem nomor:  
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• Kearsipan tidak langsung, karena untuk dapat menemukan dokumen diperlukan alat 
bantu berupa indeks nomor. 
 • Untuk map campuran diperlukan file tersendiri.  
• Indeks yang disusun alfabetis harus mengikuti ketentuan peraturan mengindeks.  
• Ongkos agak tinggi, karena harus menyediakan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan 
dalam sistem ini. 
 
2.2 Solusi dan Target Luaran 
Dalam melakukan kajian ini, tentunya diharapkan solusi dan target luaran yang dapat 
mendukung Kelurahan Keranggan pada Administrasi Kelurahan yang akan dilakukan dalam tiga 
tahun kedepan. Berikut adalah tabel solusi dan target : 
 
Tabel 2.1 Solusi dan Target Luaran di Kelurahan Keranggan. 
(Sumber : Pengolahan Data Primer) 
 
Target Luaran: 
No Program/Solusi Luaran 
Tahun I Tahun II Tahun III 
1 Survey Administrasi Desa Kajian   
2 Audit Sistem administrasi 
Desa 
Kajian   
3 Memperbaiki sistem 
administrasi desa sesuai 
kaidah-kaidah administrasi 













4 Merumuskan dan 







5 Mengukur tingkat kepuasan 









6 Mengadakan pelatihan bagi 
aparat desa, dengan tema 
Keramahan (Hospitality)  
 
  Implementasi 
Kegiatan 
 Mengadakan pelatihan bagi 
aparat desa, dengan tema 
Siklus Manajemen: Plan, 
Do, Check, Action (PDCA) 
  Implementasi  
Kegiatan 
7 Mensosialisasikan sistem 
administrasi yang baru ke 
masyarakat luas 






































































































Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan metode 
observasi dan wawanacara. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi yang 
berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2012).  Dari Observasi ini 
dihasilkan rancangan kegiatan pembenahan sistem administrasi desa, yang akan dilaksanakan pada 
tahun-tahun berikutnya, dalam satu kesatuan program.  
Sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian. Atau suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 
pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung 
(Prof.Dr.A. Muri Yusuf, 2014).  
3.1 Persiapan 
Tahapan ini tim mempersiapkan observasi dan wawancara. Pertama, tim melakukan 
penentuan tanggal dan waktu untuk berkunjung langsung ke Desa Keranggan yang terletak di 
Kelurahan Keranggan. Kedua, tim menjadwalkan pertemuan kepada kantor kelurahan 
Keranggan. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungi Sekertaris Lurah (Sekel) untuk 
menanyakan kesedian waktu observasi dan wawancara. Ketiga, Untuk melakukan kegiatan 
observasi penelitian awal maka penulis melakukan persiapan terlebih dahulu dengan 
menyiapkan beberapa bahan dan daftar pertanyaan.  
Tahapan persiapan, sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan Data kependudukan dan geografis Kelurahan Keranggan yang di 
dapat dari LPPM 
2. Membuat Daftar List kegiatan yang akan dilakukan di Kelurahan Keranggan 
3. Jadwal Kegiatan (Timetable) beserta kegiatannya 
4. Membuat materi pertanyaan wawancara 
Pertanyaan ini disusun sesuai dengan ruang lingkup sumber informasi, 
memperhatikan kesensitiifan materi pertanyaan (Prof.Dr.A. Muri Yusuf, 2014). 
5. Membuat tabel ceklist data 
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Tim juga menyediakan ceklist data yang berisi tentang buku administrasi 
pemerintahan. Ini digunakan untuk mengetahui status buku yang terdapat di 
Kelurahan Keranggan.  
 
3.2 Pelaksanaan 
Tahapan pelaksanaan ini, tim pada tanggal 7 November 2019 berkunjung/mendatangi 
kelurahan Keranggan. Setelah itu langsung melakukan wawancara langsung dengan Agus 
Muhdi sebagai Lurah Keranggan dan Haedar sebagai Sekertaris Lurah. Lalu, bapak lurah 
juga melibatkan para Kasi untuk mendukung pelaksaan obeservasi yang kami lakukan. 
Setelah wawancara tim melakukan observasi untuk melihat buku-buku yang ada di 
Kelurahan Keranggan. Untuk melihat buku tersebut tim mendatangi Kasi yang sesuai dengan 
jenis buku yang ada disurvei kami.  
Berikut adalah tahapan pelaksanaan : 
1. Tim melakukan pertemuan dengan perangkat kelurahan  
2. Tim melakukan pertemuan dan perkenalan kepada Sekertaris Lurah yaitu 
Haedar 
3. Tim melakukan pertemuan, perkenalan dan menjelaskan maksud tujuan 
kunjungan ini  
4. Melakukan wawancara langsung dan diskusi dengan Agus Muhdi selaku Lurah 
Keranggan dan didampingi oleh Haedar selaku Sekertaris Lurah  
5. Melakukan perkenalan dengan perangkat desa yaitu 3 Kepala Seksi (kasi) 
diantaranya Kasi Pemerintaha, Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Kasi 
Kesejahteraan Sosial (Kesos) 
6. Tim melakukan audit sistem admnistrasi pemerintah. Fokus peneliti melakukan 
audit dalam jenis/bentuk buku administrasi pemerintah yang dimiliki oleh 
Kelurahan Keranggan. Selain melakukan dengan melihat bukti fisik, peneliti 
juga melihat dari kelengkapan isi dari buku tersebut.  
7. Melakukan sesi foto dengan perangkat kelurahan dan pengambilan gambar 




Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara langsung dengan Lurah Keranggan dan 
didampingi oleh perangkat desa: 
 
Daftar Pertanyaan Wawancara Bersama Lurah Keranggan 
1. Apakah Kantor Kelurahan Keranggan sudah mempunyai struktur organisasi? 
2. Apakah sudah mempunyai penanggung jawab dalam menangani kearsipan? 
3. Apakah dalam setiap Bagian/Seksi masing-masing sudah ada yang memegang 
peran kearsipan? 
4. Fasilitas apa saja yang sudah dimiliki untuk mendukung pengarsipan? 
5. Dalam pengarsipan apakah terdapat cara yang khusus dalam mengelolanya? 
6. Apakah karyawan kelurahan sudah mendapat training atau pelatihan dalam 
pengelolaan administrasi dan kearsipan? 
7. Bagaimana dengan pengelolaan administrasi keuangan? 
8. Bagian atau Seksi mana yang belum terdapat pengarsipan? 
9. Apakah pengelolaan arsip sudah dikelola dengan modern dan tersimpan dengan 
aman dan rapi? 
10. Administrasi apa saja yang diperlukan dalam pelayanan publik? 
11. Bagaimana dengan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan layanan 
publik? 
12. Bagaimana dengan kecepatan dan prosedur pelayanan publik yang berkaitan 
dengan layanan administrasi? 
13. Bagaimana dengan pengelolaan RW di kelurahan Kerangga 
14. Saran apa yang dapat diberikan kepada pewawancara? 
15. Harapan apa yang diinginkan dari kegiatan PKM ini? 
 
3.3 Pengujian dan Evaluasi Hasil 
Dalam hal ini, tim memberikan form/survei yang sudah dibuat sesuai jenis dan bentuk 
Administrasi Kelurahan yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 di Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Form ini diberikan 
kepada Kasi Pemerintah yaitu Ibu Meyti. Setelah form diisi lalu tim kami melakukan 
observasi langsung untuk melihat bukti fisik buku-buku tersebut. Terutama yang memang 
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sudah diceklis oleh Kasi tersebut. Untuk melihat bukti fisik, Kasi dan tim membutuhkan 
waktu karena buku-buku ini tidak disusun dan diletakkan di masing-masing Kasi. Sehingga 
buku-buku ini sulit ditemukan. 
Hal tersebut karena berhubungan dengan status aparat pemerintahan kecamatan. 
Kelurahan Keranggan termasuk kedalam Kecamatan Setu yang aparat pemerintahnya sama 
dan saling berkaitan. Dengan melihat status Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kerja 
Kontrak. Jika melihat PNSD hanya memiliki 23 aparat pemerintah hal ini yang 
menyebabkan adanya pergantian aparat disetiap tahun dan mempengaruhi kondisi yang ada 
di dalamnya seperti kondisi buku-buku yang ada di Kelurahan Keranggan. Karena pengurus 
berganti di satu tahun sekali. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Agus 
Muhdi selaku Lurah Keranggan. Berikut adalah kondisi Jumlah Aparat Pemerintah : 
 
Tabel 3.1 Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan menurut Status dan Jenis 
Kelamin. di Kecamatan Setu 
(Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan) 
 








1 PNSD 18 5 23 
2 TKK 19 10 29 
3 Honorer - - - 
Jumlah 37 15 52 
Note : PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil 
Dalam penelitian ini, dapat mengkaji administrasi kelurahan yang terfokus pada jenis dan  
bentuk buku administrasi. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan 
administrasi yang dilakukan oleh Kelurahan Keranggan.  
Untuk Jenis dan bentuk buku administrasi di Kelurahan Keranggan hasil yang didapatkan 
oleh penulis melalui form ceklist buku administrasi pemerintah ada beberapa buku yang sudah ada 
dan masih dalam proses penyusunan. Untuk jenis/buku dan model yang belum ada dikarenakan 
adanya perpindahan tugas dari Kecamatan Setu ke Kelurahan Keranggan jadi untuk beberapa jenis 
buku itu masih proses pengolahan dan pembuatan di Kelurahan Keranggan.  
Pada jenis dan bentuk buku yang sudah ada, setelah tim melakukan observasi dengan melihat 
bukti dari buku tersebut, ada beberapa buku yang terbagi menurut bentuk. Pada model buku 
administrasi penduduk yang terdiri dari Buku Data, Induk Penduduk Kelurahan, Buku Data Mutasi 
Penduduk Kelurahan, Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan dan Buku Data 
Penduduk Sementara. Buku-buku ini tidak ada bukti fisik nya. Namun, untuk buku administrasi 
penduduk yang ada di Kelurahan Keranggan, buku dari Kecamatan Setu yaitu Buku Warga Baru 
Rukun Tetangga, Buku Induk Rukun Tetangga, Buku Penduduk Non Permanen. Buku tersebut 
juga belum dilakukan pengisian/kosong. Kasi Pemerintah menjelaskan buku tersebut belum 
diisi/kosong karena memang belum mendapatkan data dari setiap Rukun Tetangga (RT). Sehingga 
data-data yang berada di Kelurahan Keranggan masih belum akurat dan terkini. Perlu adanya 
pembaharuan data masyarakat yang berada di Kelurahan tersebut. Dalam hal ini, jika dilihat dari 
ketidaklengkapan ini, aparat desa diberikan edukasi tentang peraturan-peraturan adminitratif 
pemerintahan agar aparat desa lebih sadar akan adanya peraturan tersebut. Hal ini juga berkaitan 
dengan jumlah aparat menurut pendidikan di Kelurahan Keranggan yang termasuk dalam 
Kecamatan Setu. Memiliki jumlah sebesar 22 orang yang tingkat pendidikannya SMU dan 
sederajat. Maka, perlu adanya edukasi kepada mereka. Berikut adalah tabel Jumlah Aparat 




Tabel 4.1 Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan menurut Tingkat Pendidikan di 
Kecamatan Setu 
(Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan) 
 
No Tingkat Pendidikan 







1 SD dan Sederajat - - - 
2 SLTP dan Sederajat - - - 
3 SMU dan Sederajat 16 6 22 
4 Akademi 3 2 5 
5 Perguruan Tinggi 18 7 25 
 Jumlah 37 7 25 
Jika dilihat dari sisi masyarakat mereka sudah sadar akan peraturan administratif pemerintah. 
Hal ini didukung oleh pernyataan Agus Muhdi selaku Lurah Keranggan menjelaskan untuk 
pelayanan publik masyarakat masih secara manual. Untuk mendapatkan surat pengantar dari 
kelurahan masyarakat wajib membawa surat pengantar dari RT/RW setempat. Dengan adanya 
pernyataan ini, masyarakat sudah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. 
Pada pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat, menurut pengkuan dari Lurah 
dan Sekertaris Lurah saat sesi wawancara. Mereka menjelaskan bahwa sistem pelayanan di 
kelurahan Keranggan cukup memuaskan masyarakat karena dalam hal ini kelurahan sifatnya 
hanya memberikan surat pengantar kepada masyarakat yang sesuai tujuan masyarakat itu seperti 
surat pengantar ke Dukcapil, surat pengantar perizinan. Kelurahan juga sudah melakukan 
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan publik. SOP ini 
dibuat di setiap disiplin/kasi yang ada di dalam struktur organisasi mereka. 
Pada bentuk admnistrasi umum dari enam model, hanya ada lima model saja. Namun, jika 
melihat bukti fisik dari buku hanya ada empat buku saja yaitu Buku Data Keputusan Kelurahan, 
Buku Data Inventaris Kelurahan, Buku Agenda Masuk dan Keluar, Buku Ekspedisi. Buku tersebut 
juga belum dilakukan pengisian/kosong. 
Pada bentuk administrasi keuangan tidak ada sama sekali. Bukti fisik baik itu buku belum ada 
sama sekali. Menurut Lurah Keranggan bapak Agus Muhdi menjelaskan jika data tersebut sudah 
diback up di komputer kelurahan Keranggan. Selain itu, pada bentuk administrasi pembangunan 
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dari model satu hingga empat belum ada. Menurut Kasi Pemerintah ibu Meyti menjelaskan jika 
buku tersebut masih dalam proses penyusunan dan pembuatan. Terakhir, pada bentuk admnistrasi 
lainnya dari tiga model yang menjadi pedoman hanya ada satu yaitu Monografi Kelurahan. Sisanya 
yaitu Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan dalam proses. Hal ini disebabkan 
struktur organisasi di kelurahan Keranggan baru saja dilakukan pergantian sehingga data yang 
belum dapat dilengkapi. Lalu, buku register di kelurahan masih belum tersedia.  
Berikut ini hasil dari ceklist data yang telah diisi oleh kelurahan Keranggan : 
Tabel 4.2 Hasil Ceklist Data Buku Administrasi Kelurahan 















Dari tabel di atas, jika mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 34 tahun 
2007 jumlah seluruh buku adalah 22 buku. Namun, yang memiliki bukti fisik di Kelurahan 
Keranggan yaitu pada bentuk administrasi umum atau model A hanya ada empat buku. 
Pada bentuk administrasi penduduk atau model B hanya ada tiga buku, namun buku ini 
dari Kecamatan Setu. Pada bentuk adminitrasi keuangan atau Model C tidak ada buku. 
Pada bentuk administrasi pembangunan atau model D juga tidak ada karena saat ini masih 
NO NAMA BUKU STATUS KETERANGAN
1 Model A.1 : Buku Data Keputusan Kelurahan 
2 Model A.2 : Buku Data Inventaris Kelurahan 
3 Model A.3 : Buku Data Aparat Keluruhan 
4 Model A.4 : Buku Data Tanah di Keluruhan 
5 Model A.5 : Buku Agenda Masuk dan Keluar 
6 Model A.6 : Buku Ekspedisi 
1 Model B.1 : Buku Data Induk Penduduk Kelurahan 
2 Model B.2 : Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan 
3 Model B.3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan 
4 Model B.4 : Buku Data Penduduk Sementara 
1 Model C.1 : Buku Kas Umum 
2 Model C.2a : Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan 
3 Model C.2b : Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran 
4 Model C.2c : Buku Kas Harian Pembantu 
5 Model C.3 : Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
1 Model D.1 : Buku Rencana Pembangunan  Masih dalam Proses
2 Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan  Masih dalam Proses
3 Model D.3 : Buku Inventaris Proyek  Masih dalam Proses
4 Model D.4 : Buku Kader-kader Pembangunan  Masih dalam Proses
1 Model E.1 : Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan  Masih dalam Proses
2 Model E.2 : Buku Register 
3 Model E.3 : Monografi Kelurahan 
B. Bentuk Administrasi Penduduk
C. Bentuk Administrasi Keuangan 
D. Bentuk Administrasi Pembangunan 
E. Bentuk Administrasi lainnya
Buku Administrasi Kelurahan
Kelurahan Keranggan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 34 Tahun 2007
A. Bentuk Administrasi Umum
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dalam proses. Terakhir, pada bentuk admnistrasi lainnya atau model E hanya ada 1 yaitu 
buku Monografi Kelurahan. 
Setelah ditemukan hasil di atas, maka hasil luaran berikutnya adalah rancangan 
kegiatan selama 3 tahun ke depan. Rancangan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan 
semestinya agar sistem administrasi menjadi lebih baik dan kepuasan masyarakat terhadap 
layanan administrasi desa meningkat. 
 
4.2 Pembahasan 
Dengan pemaparan hasil di atas, pengelolaan Sistem Administrasi Beserta 
Kelengkapannya setiap desa harus mempunyai pengelolaan administrasi tersendiri yang 
mengacu pada peraturan pemerintah yang berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. 
 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;  
 
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota 
dalam wilayah kerja kecamatan;  
 
4. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam 
memberdayakan masyarakat.  
 
5. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi 




6. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 
Pemerintahan Kelurahan.  
 
7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 
penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan.  
 
8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 
pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.  
 
9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 




JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN  
 
Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:  
a. Administrasi Umum;  
b. Administrasi Penduduk;  
c. Administrasi Keuangan;  
d. Administrasi Pembangunan;  
e. Administrasi Lainnya.  
 
A. Bentuk Administrasi Umum terdiri dari:  
a. Buku Data Keputusan Lurah;  
b. Buku Data Inventaris Kelurahan;  
c. Buku Data Aparat Kelurahan;  
d. Buku Data Tanah di Kelurahan;  
e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;  




B. Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud terdiri dari:  
a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;  
b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;  
c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;  
d. Buku Data Penduduk Sementara.  
 
C. Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari:  
a. Buku Kas Umum;  
b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;  
c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran;  
d. Buku Kas Harian Pembantu;  
e. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
D. Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud terdiri dari :  
a. Buku Rencana Pembangunan;  
b. Buku Kegiatan Pembangunan;  
c. Buku Inventaris Proyek;  
d. Buku Kader-kader Pembangunan.  
E. Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud terdiri dari :  
a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;  
b. Buku Register;  
c. Buku Monografi Kelurahan.  
   
 Dengan melihat hasil di atas, administrasi pemerintahan kelurahan Keranggan sudah 
berjalan walaupun, masih perlu untuk membenahi setiap bentuk buku yang ada. Buku harus 
dilengkapi dengan data yang didapatkan. Kelurahan Keranggan wajib mengisi buku tersebut sesuai 
dengan tata cara pengisian buku administrasi kelurahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri 
Nomor 34 tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Berikut pemaparannya sesuai 




1. ADMINISTRASI UMUM  
a. Buku Data Keputusan Lurah (Model A.1)  
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala 
Kelurahan. 
Kolom 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Kelurahan  
Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Kepala Kelurahan  
Kolom 4 :  Diisi dengan uraian singka tapi jelas dari Keputusan Kepala Kelurahan yang telah 
ditetapkan  
Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun dilaporkan kepada Bupati  
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.  
b. Buku Data Inventaris Kelurahan (Model A.2)  
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara beurut sesuai dengan jenis kekayaan dan iventaris milik 
Pemerintah Kelurahan  
Kolom 2 : Diisi nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan inventaris desa  
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh desa 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah  
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan 
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan bedasarkan keadaan pada awal tahun dalam 
keadaan baik 




Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena rusak  
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual  
Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena disumbangkan 
Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan 
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam 
keadaan baik 
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam 
keadaan rusak 
Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan   
c. Buku Data Aparat Pemerintah Kelurahan (Model A.3)  
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi 
Pemerintah Kelurahan.  
Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap  
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Kelurahan  
Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
dan Nomor Register Pokok (NRP) bagi yang berasal dari TNI/POLRI.  
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P bagi Perempuan  
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir  
Kolom 7 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran  
Kolom 8 : Diisi dengan agama yang dianut  
SPM-01/PM-01/SOP-01/Form-01-Rev.0 
 31 
Kolom 9 : Diisi dengan pangkat / golongan yang dimiliki bagi Pegawai Negeri Sipil  
Kolom 10 : Diisi dengan nama jabatan masing-masing Aparat Pemerintah Kelurahan yang 
bersangkutan  
Kolom 11 : Diisi dengan pendidikan formal terakhir  
Kolom 12 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan  
Kolom 13 : Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan  
Kolom 14 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian  
Kolom 15 : Diisi dengan nomor keputusan pemberhentian 
Kolom 16 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan  
f. Buku Ekspedisi (Model A.6)  
Kolom 1 : Diisi dengan dikirim  
Kolom 2 : Diisi dengan  
Kolom3 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat dikirim 
Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat dikirim 
Kolom 5 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan  
5. Buku Administrasi Lainnya (Model. E)  
Buku ini terdiri dari buku Profil Kelurahan/ Buku Monografi Kelurahan dan Buku Data Pengurus 
dan Anggota Kemasyarakatan, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang optimalisasi administrasi 
kelurahan di Desa Keranggan. Untuk mencapai administrasi yang optimal penulis melakukan 
kajian terlebih dahulu mengenai admnistrasi kelurahan di Keranggan. Dengan melakukan 
wawancara dengan lurah setempat hingga melakukan observasi untuk melihat buku-buku yang 
terdapat di kelurahan Keranggan. Setelah melakukan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Administrasi Kelurahan belum memenuhi kaidah-kaidah standar administrasi profesional, karena  
administrasi kelurahan bentuk atau jenis buku selama ini belum lengkap, belum diisi dan belum 
terwujud pengelolaan yang baik. Selain itu, administrasi kelurahan juga belum sesuai dengan 
Pedoman Administrasi Kelurahan.  
Dengan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa perangkat kelurahan Keranggan perlu 
dilakukan membenahi dan penataan administrasi untuk mencapai pengelolaan administrasi yang 
lebih baik. Tentunya hal ini juga dapat bermanfaat bagi perangkat kelurahan.  
5.2 Saran 
Berdasarkan kegiatan PkM tentang optimalisasi administrasi kelurahan di Desa Keranggan, 
penulis memiliki saran agar pengelola adminitrasi lebih baik. Maka, saran dari penulis yaitu 
dengan melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Pertama, melakukan 
perbaikan sistem administrasi desa sesuai kaidah-kaidah (pedoman) administrasi pemerintahan 
kelurahan/desa yang profesional. Kedua, merumuskan dan memperjelas visi dan misi 
aparatur/pemerintahan kelurahan/desa. Ketiga, mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas 
layanan administratif desa. Keempat, mengadakan pelatihan bagi aparat desa, dengan tema 
keramahan (Hospitality). Kelima, mengadakan pelatihan bagi aparat kelurahan/desa, dengan tema 
Siklus Manajemen: Plan, Do, Check, Action (PDCA). Terakhir, mensosialisasikan sistem 
administrasi yang bary ke mayarakat luas.  
Pemaparan di atas menjadi Grand Design untuk membantu kelurahan Keranggan menuju 
pengelolaan admnistrasi yang lebih baik. Selain, itu hal ini juga dapat membantu kelurahan 
Keranggan untuk mendukung program-program kerja yang akan dilakukan di setiap tahunnya. Hal 
ini juga dapat sejalan dengan program kelurahan yang disampaikan oleh lurah Keranggan pada 
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saat wawancara, akan di lakukan pada tahun selanjutnya (2020) yaitu Updating Pendataan 





















Gambar  5.1 Grand Design Administrasi Basis IT 
(Sumber : Pengolahan Data Primer)  
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ROADMAP TAHAPAN PEMBUATAN SISTEM ADMINISTRASI BASIS IT 
Gambar  5.2 Roadmap Tahapan Pembuatan Sistem Administrasi Basis IT 
(Sumber : Pengolahan Data Primer) 
 Jika dilihat dari Roadmap Tahapan Pembuatan Sistem Administrasi Basis IT, pada saat ini 
penulis berada di tahapan pertama atau Tahun 1 (2019). Penulis melakukan survei/observasi 
berupa wawancara, melihat berkas dan mengecek dokumen. Hasil dari rangkaian di atas tersusun 
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1. Lampiran Data 
 










2. Lampiran Foto dan Gambar 
A. Bukti Fisik Bentuk Administrasi Umum 
 
 

























Gambar 4. Buku Agenda Tanda Terima Surat Masuk (Model A.5) 




B. Bukti Fisik Buku Administrasi Penduduk 









































Gambar 8. Buku Data Penduduk Non 










Gambar 9. Buku Penduduk Non 





Gambar 10. Buku Monografi Kelurahan 












Gambar 11. Buku Monografi Kelurahan 






Gambar 12. Buku Monografi Kelurahan 
















Gambar 13. Buku Monografi Kelurahan 














Gambar 14. Struktur Organisasi Kelurahan Keranggan 
 
Gambar 15. Foto bersama dengan Lurah, Sekertaris Lurah, Kasi Ekbang, Kasi 





























Gambar 16. Mind Mapping Grand Design Rancangan Kegiatan Pengelolaan 




4. Lampiran Transkrip Wawancara  
 
Transkrip Rekaman Wawancara Kelurahan Keranggan 
 
Hari/Tanggal  :Kamis, 7 November 2019 
Lokasi   :Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan  
Note: 
A: Andrew 
AM : Agus Muhdi 
V : Vina 
B : Bella 
A : kami kesini karena mau ada penelitian tentang desa Keranggan. Kebetulan kami 
mendapatkan kebagian untuk administrasi pemerintah. Makanya kami mebutuhkan data 
tambahan dan mendukung penelitian kami. Sedianya bapak membantu kita untum interview 
untuk bertanya 1-2 hal.untum pertanyaan nanti disampaikan oleh bu Vina dan bu Bella untuk 
membantu interview dan untuk mas Agus yang akan mendokumentasikan. Silahkan... 
AM : di sini 1 gapapa  
V: ini saya awali dulu kali ya pak. Kalau di sini ada struktur organisasinya ga pak ?  
AM : ada, cuma kan regulasi selalu berubah.  Jadi secara struktur berubah terus yang tadinya. 
Kalau secara struktur ada  lurah, kasie2 dan lpm masayarakat, karang taruna. Nanti kita kasih 
lah struktur kita buatkan. Karena baru setahun udah ganti lagi, ganti lagi 
Bella : Jadi untuk perubahannya biasanya berapa tahun sekali ?  
AM : jadi untuk struktur sih skrng nih baru terisi PLT Kasie. Karena selama ini PNS. Tadinya 
cuma lurah, sekel dan kasie, sekarang sudah susunannya sudah ideal lah dari struktur itu. 
Nanti kita buatkan lah. Sekarang udah permanen. Kalo dulu kan ada perubahan yang tadi 
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ada 4 kasienya. Sekarang hanya ada 3 kasie. Karena kan kmren SKPD jadi OPD pemangkas 
dinas dan lain sebagainya gitu lih pak. Ya namanya juga regulasi ya pak sekrang berubah2 
cepet pak kita akhirnya di bawah juga kebingungan belum ada penjelasan udah sosialisasi 
yang baru mungkin menurut pusat supaya cepat gitu kan karena kita di bawah instrumennya 
belom siap. Ya bapak mungkin tau lah di media regulasi tuh cepat bener di era pak jokowi 
ini. Tapi itu tidak mengurangi kinerja kami sebetulnya. Itu saja sih yg mengenai organisasi.  
V : terus ini pak apakah di sini ada penanggung jawab setiap bagian. Ada pengarsipan ?  
AM : Kalau di sini sebenernya skrng ada sekertariat itu dibawah pak sekel langsung artnya 
yang mengurus sekertariat di keluruhan dan ini rumah tangga secara administrasi. Nah kalo 
arsip itu di masing-masing kasie. Paling itu saja 
V : untuk pengelolaannya apakah sudah komputerisasi atau manual ? 
AM : Sudah komputerisasi, kita semua sudah terupdate dari mulai  perizinan, dukcapil 
semuanya lah sudah online semua, namun kami di kelurahan sifatnya hanya memberikan 
surat pengantar semua pak, jadi surat pengantar ke dukcapil, surat pengantar ke perizinan. 
Bahkab kalau ke perizinan mereka bisa langsung online ga perlu ke kita lagi kalu untuk 
mendaftarkan organisasinya jadi udah ga banyak birokrasi . 
V : Kalau di sini fasilitas komputernya ada berapa ya ? 
AM : Kalau di sini computer, setiap kasie itu ada 2 ya pak sekel ya. Berarti kurang lebih ada 
10 komputer.  
V : Kalau di sini ada berapa kasie ya pak ? 
AM : Ada 3 Kasie, yaitu kasie pemerintah, seksi ekonomi pembangunan, seksi sosial 
masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dan secretariat.  
V : kalau di sini ada prosedurnya untuk pelayanan publiknya ? 
AM : Jelas bu. Di setiap kasie ada SOP dan standar di setiap pelayanannya  
V : pak biasanya berapa lama untuk pelayanan public seperti tadi PT, Surat keterangan 
miskin kan sekarang ada ya pak, pengurusan PBB biasanya berapa lama ya secara SOP ? 
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AM : Sebetulnya paling lama kita 15 hari kerja, standarnya segitu, kalau KK itu seminggu 
kalau kita sifatanya satu hari itu selesai. Karena kita hanya kasih surat pengantar Cuma 
standar operasinya di sana saja. Kalau kita sifatnya sehari selesai. Karena kita hanya pengatar 
tadi.  
V : Kalau tahap pengelolaaan pengarsipan setiap kasie itu sebelumnya pengarahan dan ada 
Undang-Undangnya ya pak , terus ada trainingnya ? 
AM : Biasanya itu dilakukan  pembinaan  kepegawaian sesuai dengan tupoksinya. Biasanya 
ini lakukan setiap tingkat kelurahan, kecamatan dan taingkat kota itu ada.  
V : Kayak Bintek gitu ya pak ? 
AM : Iya betul bu. 
V : untuk pengelolaan nya masih manual atau komputerisasi.  
AM : Kita semua kan udah e-budgeting. Ini kan semua terintegrasi dari mulai perencanaan, 
pelaporan sampai kepada keuangan. Otomatis udah ter link  
V : Itu nge Link nya kemana aja pak ? seperti sekarang nih kelurahan mau mengadakan 
pengajuan pendanaan operasioanal ? 
AM : itu pertama ke keuangan daerah, terus tetap melalui kecamatan, kelurahan juga 
melaporkan ke daerah kalau mengenai keuangan. Kalo perencanaan kecamatan, lalu masuk 
ke bapedda, dengan ada musrembang. Karena kita punya system simeral. 
B : Simeral ini system ya pak ? 
AM : Iya system saya lupa kepanjangannya apa. Sistem… saya lupa kepanjangannya..untuk 
budget. Sama sisimarker.  
H : kelurahan itu baru tahun ini aja mendapatkan bantuan ini.. sebelumnya kan di 
kecamatan.. baru aja tahun 2019 ini…makanya kita sebenarnya masih perangkat kecamatan  
V : Ada berapa banyak pak RW di sini ? 
AM : Ada 7 RW bu di sini.  
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V : Kalau RT nya ada berapa ? 
AM : Ada 23  
V : Berarti masuknya ke Tangerang Selatan ya pak ? 
AM : iya bu tangsel. Ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang paling timur.  
V : Saya kalau ke Legok itu masih jauh ga pak ? 
AM: Jauh ada 15 km  
V : Kalau taerkait pengelolaan administrasinya terkait pelayan public. Masyarakat itu masih 
secara manual kah atau form-form nya. Kan biasanya RT/RW dulu ya terus nanti ada 
formnya atau sudah seperti e-budgeting yang sudah ada sistemnya ? 
AM : Kalau dari bawah itu emang sudah manual bu, pengatar yang dilakukan RT/RW 
kepada kami masih manual bu. Nah ada pun kalau kami kedinas terkait sudah online. 
V : tentu sudah ya bu kalau misalnya sudah online 
AM : tentunya bu, pemanfaatan system itu masih belum bisa karena masyarakat kita belum 
merata dari mulai akademik atau kemampuan  dan pengetahuan elektronik & teknologi dan 
juga informasi yang beredar belum. Kalao pelayanan individu masalah itu tadi. Jadi tugas 
kami yang harus menyampaikan ke dinas terkait.  
V : apakah semua kelurahan sudah seperti itu prosesnya ? 
AM : Sudah semua setangsel ini sudah 
V : biasa apa yang diperlukan untuk administrasi public ? 
AM : Biasanya registrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akte kelahiran, pernikahan terus 
juga surat SKCK, keterangan tidak mampu dan juga izin keramaian hanya itu saya yang 




V : mungkin sekarang sudah IANTAP (pelayanan satu atap) kalo saya ya, kalo di sini di juga 
sama ya ? 
AM : iya sama, jadi mereka melakukan izin itu sudah satu paket dan sudah mendapatkan 
SKDU dari kami. Walaupun dari beberapa swasta masih membutuhkan itu. Namun kondisi 
bagi kami silahkan saja bapak online langsung. Tinggal dibuka gitu 
V : kalo UKM secara resmi yang tercatat ada berapa pak ? 
AM: kalau UKM di sini sebetulnya sudah di satu atap oleh koperasi kita sudah dikoneksi 
bahkan mereka sudah dikolektifkan oleh koperasi itu. Kalo mahasiswa UMN juga sering 
melakukan kontrak kerjasama dengan kami. Waktu itu termasuk Bahasa inggris di sini sama 
pradita jadi kampung inggris iya 
V : kalau untuk pelakunya sendiri ada datanya ? 
AM : Secara data kami punya namun itu terkumpul di RW 5 kurang lebih ad 100 pengerajin. 
UMKM pak 
V : itu ada data tertulisnya gay a pak ? 
AM : boleh nanti kita rangkumkan dan buatkan sekalian dengan struktur organisasi  
B : Pak kita kan tentang administrasi pemerintah dan kita melihat dari peraturan pemerintah 
ada jenis-jenis buku. Punten nih pak, boleh ga pak kita melihat buku-buku tersebut untuk tau 
statusnya ada atau tidak ? 
AM : boleh nanti silahkan ke kasie-kasie. Jadi ada bukti tertulis dan pendataan di computer 
V : Pak kan kami kesini udah sowan dan perkenalan ya. Kalau minsalnya ada kampus seperti 
kami yang ingin melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya bapak sebagai lurah apa 
harapan bapak untuk kontribusi dari kami apa pak ? 
AM : Ini pertanyaan bagus ya pak Dosen. Ini yang saya tunggu sebenarnya pertanyaannya. 
Ya memang gini saya sering menyampaikan ke setiap universitas. Kan di setiap universitas 
selalu ada ya pengabdian masyarakat dan kami harus laksanakan. Saya berharap semua yang 
dilakukan itu selalu berlanjut dan berkembang. Artinya  tidak melakukan satu kali tapi ini 
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kita lanjutkan sehingga output nya apa yang kami terima itu betul-betul diterima oleh 
masyarakat dan kami khususnya di kelurahan. Padahal saya sudah sampaikan ke universitas-
universitas, jangan satu kali yah saya bilang artinya program yang kita lakukan saat ini 
kemudian kita lanjuti milestone nya jelas jadi apa hasil dari pengabdian masyarakat yang 
dilakukan. Harapan saya satu memberikan kesejahteran masyarakaat dan pemberdayaan 
kepada masyarakat secara maksimal. Contoh UMKM nya terangkat, bisa kita lakukan 
akselerasi dengan dinas terkait misalnya nih UMN sudah membawa perencanaan ataupun 
program kepada masayarakat. Di sini ada UMKM mari kita sama-sama angkat yang memang 
ini sudah terangkat di keluruhan kalau bisa hingga ke kementerian ini yang diharapkan 
sebetulnya dan saya yakin pak dosen, rector pak dekan, mungkin lebih didengar oleh mereka 
kan gitu kan. Nah ini sebenarnya keinginan dan harapan kami dan terintegrasi antara 
program kami di kelurahan dengan program di masyarakat dan program pemberdayaan di 
universitas jadi sama kita punya tujuan dan target serta bisa punya misi yang sama terlepas 
yang dilakukan oleh pihak universitas spesifikasinya apa, karena kita msyarakat ga bisa lah 
kita ambil semua. Dan memang banyak contoh kalau univeritas hanya melakukan seremonial 
sayang kalau menurut saya, jadi dampaknya kurang dan bekasnya kurang kalau menurut 
saya. Setuju banget apa yang tadi disampaikan pak dosen. Kita harus punya grand design 
pemberdayaannya apa sih dan akhirnya nanti jadi maksimal bahkan jadi optimal dan jadi big 
project bahkan nah itu pak.  
A : kan kita tahun pertama nih pak jujur saya merek banyak cerita waktu diminta untuk 
membuat project ini mereka banyak bingung. Bingung karena apa ? karena sebenernya kita 
tidak tahu seaka-akan kalau kita melakukan PKM itu kita harus mulai dari awal lagi karena 
tidak ada infromasi dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari univ lain atau dari UMN apakan 
ada penyelarasan visi misi di awal tahunsupaya mungkin tahun ini kita programnya mau apa. 
Sudah ada belum ? 
AM : belum pak, jadi progress akhirnya itu. Mohon maaf ya pak, ya kita sudah setelah selesai 
kegiatan apa yang dilakukan univ tidak ada bentuk progress. Jadi ketika kita kedatangan 
kayak bapak begini sebenarnya kami bingung mengarahkannya kira-kira apa yang sudah 
dilakukan oleh UMN kemaren. Nah itu bu, seharusnya setiap kegiatan ada progress. Nah 
sebernaya ini yang saya perhatikan. Sehingga. Kalau dating yang baru dari nol lagi. Ini yang 
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harus dibenahi sehingga progress itu nantinya project perubahan kalau menurut saya. Proker 
aja bahwa wajib univ wajib membuat proker nanti kan ada arsipnya nah itu pak. Sama 
dengan universitas lain bingung. Apa sih yang kami terima manfaatnya walaupun hikmah 
nya sebenarnya banyak silahturahmi dapat, menambah ilmu dan wawasan itu pasti cuman 
tadi ya mudah-mudahan kedepan. Dilakukan dengan projek perubahan jadi ada tahap dan 
bisa dilanjutkan oleh selanjutnya gitu. 
A : kalau misalnya kan kalau dari UMN angkatan pertama. Kalau dari kami, kita akan 
mengkaji dulu kondisinya seperti apa nanti kita tuangkan konsep bapak tadi kemudian kita 
juga melihat di sini. Kalau dari UMN kita udah ada PIC, mungkin kalau dari kelurahan 
sendiri PIC nya nanti siapa ?  
AM : Nah kalau kami kan biasanya pak tergantung kepada tingkat kebutuhan universitas, 
kalau kebutuhannya dalam ekonomi kita dorong ke kasie ekbang ekonnomi pembangan 
dengan kelompok masyarakat yang memang berniat pada bidang itu. Nah kalau sosial kita 
dorongke kasie kesos nanti kita libatkan dengan masyarakat dalam sosial kesejahteraan. 
Kalau administrasi atau kepnedudukan kita akan dorong ke kasie administrasi.  
A : Mungkin nanti dari ketua LPPM kita untuk melakukan diskusi dengan perencaan tujuan 
untuk program yang berkesinambungan.  
AM : Kalau lebih bagus sih univ kalau mau kita liat aja dulu program apa sih yang ada di 
kelurahan. Di kelurahan ada program nah kita lihat Bersama. Contoh saya ditahun 2020 saya 
punya 6 program perencanaan, ada 3 program yang kelurahan buat pada tahun 2020 di luar 
perencaan pemkot. Satu pealtihan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjahit. kedua 
pelatihan masayarakat dalam sablon, ketiga pelatihan masyarakat dalam perning, keempat 
pelatihan masyarakat dalam pola hidup bersih sehat, kelima pelatihan masyarakat dalam 
perbengkelan. Kalau mau ambil dari salah satu projek itu nanti itukan jelas ada RAK, DPA. 
Nah sama-sama kita apa yang memang jadi dalam muatan tambahan. Sehingga kita pun tidak 
program yang nyata dilakukan oleh kami dan itu dianggaran oleh kami. Tinggal kita 
masukan tindak lanjutny saja. Kalau mau sih itu lebih baik diambil dari proyek apa yang ada 
nanti bisa dikembangkan. Sehingga program ini dilakukan oleh pemerintah juga, univeritas 
juga. Apalagi bisa dilakukan oleh swasta. Ada CSR. Ini yang mantap bu kalau pemerintah 
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univ dan csr sudah klik itu luar biasa ini hasilnya akan yakin akan luar biasa. Kerena semua 
nya puya keterbatasa. Kami dari pemerintah keterbatasan anggaran dan inovasi, mungkin 
dengan sentuhan universitas inovasi bisa dapet atau ilmiah lainny, mungkin swasta biasanya 
bisa menurunkan permodalan buat kita. Nah ini yang bagus. Yang dibutuhkan pemerintah 
itu sebenarnya ya itu. Semua pemerintah sectoral bisa mengabungkan itu jadi pemerintah, 
universitas dan swasta. Cuma kadang kan kita juga CSR nya kemana tau. Kalau bisa duduk 
bareng insyallah bisa. Karena msayarakat itu butuh dengan  yang baru kalau dari kami kan 
mereka bosen itu lagi itu lagi. Misalnya siapa Namanya pak Andrew kalau pak Andrew 
ngomong lain nih. Kalau kesannya baru kan ya atau ibu yang ngomong. Mudah-mudah itu 
bisa dilakukan.  
A: nah ini kan kami secara designnya. Kita kan angkatan pertama kami dalam proses menkaji 
melihat permasalahannya baru nanti dirancang nanti angkatan berikutnya itu akan mendajadi 
data dari angkatan kita. Dari kita seoga dada kesnambungan dari kita nih kan kita dari 
administrasi pemerintah dan yang lainnya  
AM : kebetulan kita punya program untuk pemerintahan pendataaan administrasi 
pemerintahan kalau program ibu kita dorong kesana itu pas. Nanti kita kasih progtamnya ya 
V dan B : boleh pak.  
AM : updating data administrasi pemerintahan pada kependudukan ini programnya rencana 
kita di tahun 2020 ini yang bisa dibantu. Ibu nantibisa diikuti dari sosialisasi dan lainny 
supaya lebih terarah. Nanti saya kasih listnya ya 
 
 

